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Pilot Susi AIir

Belum Ketemu

Aparat Bisa Lacak
Pake Alat Canggih

PROSES pencarian terhadap
Pilot pesavwat Susi Adar. Kapten
Philip dMlark dMehrtens., terus di-
lakukan oleh aparat keamanan.
Pilot asal Sclandia Baru itu
diduga disandera Kelompok
Kriminal Bersenjata - Tentara
Pembebasan Nasional Papua
Barat (KK B-TPNPB) saejak
Selasa (7/2).

Angocota Komisi T DPR Su-
kamta mendorong agar aparat
keamanan mengosunakan alac
deteksi yang pernah digunakan
dalam melacak Pekerja Zigran
Indonesia (PMIDY di Aarab Saudia.
Adlat tersebut dipuji Menko Pol-
hukasun Mahtud WD karenas bisa
mencemukan PhAT di Aarab Saudi
melalui saluran YouTube!

“Sudah saatmmya Menko Pol-
hukam mendorong Polri cuna-
kan alat serupa. Apalagi alat ita
sudah teruji.”” ujar Sukamta da-
lam keterangannya. kermarin.

Sukamta menyarankan.
alangkah baiknyva kecanggihan
alat digital milik Polri juga dapat
digunakan untuk kepentingan
keamanan di dalaaonm negeri.

*Jika efektivitas alat tersebut
sudah teruji. nggak ada salah-
nya digunakan untuk melacak
KKB yang sandera pilot Susi
A, kata dia.

Politikus PKS ini menekan-
kan. Menko Polhukam sclaku
otoritas tertinggi dalam hal
rengendalian keamanan damn
ketertiban masyarakat, bisa
membuat formulasi kebijakan
terkait pengesunaann alat canggsih
itu untuk digsunakan dalam ope-
rasi penertiban KK B.

SAanggsota Komisi T DPR TEB
Hasanuddin mengatalkan., TINIL

tidak dapat bercerak sendiri da-
laum proses penyelamatan pilot
Susi Al vange disandera KK B .
Sebab. penanganan kelompolk
itu merupakan ranah aparat
penecak hukum. dalam hal imni
kepolisian.

CTINI tak dapat menjalankan
operasi melavwan KK B, tanpa
adanwva perintah presidemn. Tua-
Tasnya saat int membantu kepo-
lisian dalam mengatasi konflik di
Papua.”” ujar Hasanuddin dalam
keterangannya, kemarin.

Hasanuddin menuturkan
dulu waktu masih disebut
Oreganisasi Papua Merdeka
(OPMND) sesual dengan aturan
undang-undang sudah jelas
menjadi tugas dan tangosungs ja-—
wabnya TINT ““TLalu oleh Peme-
rintah diganti menjadi KKB.
Jadi ini pencegakan hukum oleh
polisi.”” ucapnywa.

Karenanya. Hasanuddin me-
nyarankan sebaiknya TINIT me-
miliki dasar hukum wang kuat
dalam menangani masalah
konflik di Papua, khususnya
KKB. Hal ini sangat penting
agar tidak terjadi masalah hu-
kum ketika TINI melakukan
operasi di Papua.

Salah satu payvung hukum
yang diusulkannyva adalah
Peraturan Presiden (Perpres)
yang di dalamnya mengatur
tentang operasi di Papua. "T'INI
memiliki kemampuan untulk
hal tersebut. IDengan adanya
Perpres., TINI dapat menentu-—
kan bentuk dan macaamn operasi
yang akan dipakai di Papua.
Bisa menggcunakan opecrasi
reritorial, operasi intelijen. atau
operasi tempur. m TIFE
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